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ABSTRAK

Oleh:

pada teori yang melandasi yaitu agency theory.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja 
Daerah, Laporan Realisasi APBD, Sumatera Selatan, teori agency

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH 

DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

Isser Manalsal;
Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak.

Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM,BKP,Ak

Penelitian ini bertiyuan untuk menjelaskan pengaruh komponen pendapatan daerah 
yang dominan terhadap alokasi belanja daerah, khususnya pada kabupaten/kota di 
wilayah Provinsi Sumatra Selatan untuk periode 2009 sampai dengan 2011. 
Pemilihan sample dominan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil dari 
14 kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sampel di Provinsi Sumatra Selatan. 
Sedangkan variabel belanja daerah diambil dari salah satu komponen belanja daerah 
yaitu belanja modal. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi 
anggaran APBD 14 kabupaten/kota di Sumatra Selatan. Metode analisis data 
menggunakan analisis multivariat dengan model regresi berganda, dengan asumsi 
tidak terdapat masalah dalam sampel tersebut. Basil uji statistik menunjukkan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berimplikasi 
secara positif baik secara simultan maupun parsial terhadap alokasi belanja daerah. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian - penelitian terdahulu dan berdasarkan



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE ORIGINAL INCOME OF DISTRICT AND THE 
GENERAL ALLOCATION FUND TO THE ALLOCATION IN SOUTH 

SUMATRA PROVINCE
By:

Isser Manalsal; 
Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak. 

Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM,BKP,Ak

Key -words: the original income of district, the general allocation fund, the district 
expense, the realization report of APBD, South Sumatera, agency theory

This study was aimed at explaining the influence of the dominant component from 
the district income to the allocation of the district expense, especially in some cities 
in South Sumatera in 2009 until 2011. For this study, the dominant sample had been 
selectedfrom the original income of district and the general allocation fund which 

~ ....................were required in South Sumatera. The variable of the
component of the district expense which was the 

expense of asset. The data of this study was taken from the realization report of 
APBD fund in 14 cities in South Sumatera. In addition, the multivariate analysis 
■with double regression model was used to analyze the data with the assumption that 
there was no problem on the sample. The statistic finding of the study showed that 
and the general allocation fund stimulatingly and partially gave a positive 
implication in the allocation of the district expense. This finding supported some 
previous researches. The result was also based on the agency theory as the basic 
theory of this study.

was taken from 14 cities that 
expense was taken from one
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Refbrmasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini

menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi

hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan

keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian

infbrmasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan keija finansial Pemerintah

Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat

ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap

kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi

di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah

diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya

Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pii^aman Daerah, Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah

Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat

melalui keija sama dengan Pemerintah Daerah (Andirfa, 2009).



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas

maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2007). APBD juga diartikan sebagai

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetiyui oleh Dewanrencana

Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP

Nomor 58 Tahun 2005 (Andirfa, 2009), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada

daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi

keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola

keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fiingsinya

efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusansecara

pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan

sumbersumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim,

2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan

kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap



daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan

memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih

besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu teijadi

ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya

karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertingga)

karena memiliki PAD yang rendah.

Menurut Halim (2007) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya

berkaitan dengan penggalian sumber-sumber p^ak dan retribusi daerah yang

merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi

keseluruhan. Kemampuansignifikan terhadap penerimaan daerah secara

lemah. Hal tersebut dapatperencanaan dan pengawasan keuangan yang

mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan

Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat

kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian

besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%.

Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah

sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang

sangat rendah dan bervariasi teijadi hal ini teijadi karena adanya perbedaan yang

sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya

relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan

biayapenyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer



Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Aiokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya

alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai

sumber pendanaan sendiri benipa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan.

dan lain lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat

digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tiijuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan

daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang

mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya

terbatas pada squmlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak

pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan

atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-

Undang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan juga dialami dalam pengertian Dana Alokasi Umum yang

terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana

Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal

imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi

Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika



daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi

Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena

dasar perhitungan  fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar

pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum

berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran

khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung

tidak efisien.

Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber

pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang

oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari

transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal an tar pemerintah dan

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri

(Kesit, 2004).

Dalam Penerimaan APBD Pemerintah Daerah mendapatkan sumber dana

dari Pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain berasal dari Pendapatan

Asli Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang sah. Hal tersebut sesuai dengan

penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian Dana

Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintah

dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri

(Andirfa, 2009)

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk

membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah. (isdyoso, 2002)urusan

mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah,

5



organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belaiya daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri

dari urusan w可ib, urusan pilihan dan unisan yang penanganannya dalam bidang

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan

penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Mardiasmo (2002:55) belanja tidak langsung merupakan belanja

yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan

belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung

dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal.

Dalam pengalokasian sumber penerimaan daerah melalui APBD,

Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada sumber daya yang

diberikan pemerintah pusat. Dalam penelitian Arif (2002:23) mengungkapkan

6



Pemerintah Daerah jauh lebih besar mengalokasikan sumber daya yang berasal

Dana Transfer Pemerintah Pusat daripada Pendapatan Asli Daerahnya.

Pengalokasian dana perimbangan yang begitu besar telah menuiyukkan

bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung kepada pemerintah pusatnya.

Sebagian besar pemerintah daerah di Sumatra Selatan lebih memilih

mengalokasikan dana yang didapat dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi

belanja daerahnya daripada berusaha meminimalisasi penggunaan dana transfer

tersebut dengan berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut

menyebabkan pemerintah daerah kurang memperhatikan peningkatan Pendapatan

Asli Daerahnya yang pada akhimya kurang berkembangnya potensi daerah. Dari

hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PAD dan Dana

Perimbangan terhadap alokasi belanja daerah secara lebih mendalam khususnya

Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu batas wilayah yang jelas antar daerah merupakan indikator yang

dapat mempengaruhi penerimaan PAD dan Dana Alokasi Umum. Novi (2007:20)

menyatakan bahwa dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya

sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah

satunya adalah provinsi Sumatera Selatan. Penentuan batas wilayah sangat

penting, sebab dengan adanya batas wilayah antar daerah akan dapat

memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang

resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, tanggung jawab

pemerintahan, perpajakan, hingga untuk menentukan luas area guna untuk

menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan



daerah. Sehingga berpengaruh pada berapa besamya pendapatan ataupun

pengeluaran yang teijadi pada daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi

pertimbangan penulis memilih Provinsi Sumatera Selatan sebagai obyek

penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prakosa

(2004) yaitu Pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD terhadap prediksi belanja

daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY mengambil periode

penelitian 2000-2002 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan

Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belai^a daerah menggunakan periode tahun

2009-2011 dengan sampel di 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, relatif lebih

sempit daripada peneliti terdahulunya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana

Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Provinsi

Sumatera Selatan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalah yang dikemukakan diatas,

maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanjasecara

daerah pemerintah daerah?

2. Apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belai^asecara

daerah pemerintah daerah?
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3. Apakah DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan

untuk alokasi belanja pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tiyuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum pada alokasi Belanja

Daerah Pada 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dari tahun 2009 hingga

2011.

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teoridan

kebijakan, yaitu

1. Kontribusi empiris pada pengaruh DAU dan PAD terhadap alokasi

belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan

2. Konstribusi kebyakan untuk Memberikan masukan bagi Pemerintah

Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang

akan datang

3. Konstribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi

peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada daerah-daerah yang berada di wilayah

provinsi Sumatra Selatan dan variabel Belanja daerah (Y) pada penelitian ini



dijelaskan oleh Belanja Modal. Daerah-daerah yang tennasuk dalam penelitian

ini adalah:

Kabupaten Lahat

Kabupaten Musi Banyuasin2

Kabupaten Musi Rawas3

Kabupaten Ogan Komering I Hr4

Kabupaten Ogan Komering Ulu5

Kota Muara Enim6

Kabupaten OKU Selatan7

Kota Prabumulih8

9 Kota Pagar Alam

10. Kabupaten Banyuasin

II. Kabupaten Ogan Ilir

12. Kabupaten OKU Timur

13. Kota Lubuk Linggau

14. Kabupaten Empat Lawang

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan lima bab, yaitu Bab 1,

2, 3, 4 dan Bab 5

Bab 1: PENDAHULUAN. Bab ini membahas latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan

sistematika penulisan.
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Bab 2 T1NJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai tinjauan

pustaka yang berkaitan dengan teori yang digunakan, kerangka pemikiran

dan hipotesis penelitian. Landasan teori membahas mengenai telaah teori

dan penelitian sebelumnya

Bab 3 METODE PENELITIAN. Bab ini membahas mengenai jenis dan

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel,

definisi operasional variabel dan teknis analisis.

Bab 4 DATA PENELITIAN. Bab ini membahas spesifikasi data penelitian

yaitu gambaran umum dan sejarah singkat provinsi Sumatera Selatan serta

visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, dan daerah-daerah yang

dijadikan ot^ek variabel dalam penelitian ini.

Bab 5 BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas

hasil penelitian serta pembahasan atas hasil hipotesis penelitian data

tersebut.

Bab 6 KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisikan kesimpulan atas

penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan kepada Pemerintah

Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kineija sebagai bentuk

pelayanan publik secara baik dan benar.
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